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Praktik masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar
tentang pembagian harta bawaan dalam hukum kewarisan. Permasalahan muncul
ketika adanya perbedaan praktik pembagian yang terjadi dalam masyarakat ada
yang mempraktikkan bahwa harta bawaan itu bisa diwarisi oleh suami atau istri jika
salah satu diantara mereka ada yang meninggal, ada pula yang mempraktikkan
bahwa hata bawaan tidak bisa diwarisi oleh pasangan yang hidupnya lebih lama.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai praktik masyarakat di
kecamatan Simpang Empat dan untuk mengetahui apa alasan yang
melatarbelakangi praktik pembagian harta bawaan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan
(field reseach) yang berlokasi di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik
wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing,
deskripsi, dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya maka, penulis
melakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang telah didapat.

Dari hasil penelitian, terdapat dua kategori praktik beserta alasan yang
melatarbelakanginya, yaitu 5 tokoh Agama sebagai pendukung dan 6 informan
masyarakat menyatakan bahwa suami ataupun istri merupakan ahli waris yang
berhak untuk mewarisi bagian dari harta bawaan. 4 informan yang menyatakan
tentang praktik pembagain harta bawaan tidak bisa diwarisi disebabkan karena
tidak ada dilakukan perjanjian atas harta bawaan tersebut, maka, yang berhak
mewarisi adalah saudara dan anaknya sedangkan istri tidak berhak mewarisi harta
bawaan tersebut, serta yang menyatakan bahwa istri sama sekali tidak berhak
mewarisi atas pembagian harta baawan tersebut karena tidak mempunyai
keturunan. Adapun alasan yang melatarbelakangi pembagaian tersebut adalah pada
kategori harta bawaan bisa diwarisi oleh suami atau istri ada dua alasan yang
melatarbelkangi yaitu berdasarkan pendapat tokoh agama dan secara kekeluargaan.
Sedangkan kategori Harta bawaan tidak bisa bisa diwarisi ada dua alasan juga yang
melatarbelakangi yaitu jika tidak ada perjanjian dilatarbelakangi dengan alasan
masyarakat bertanya kepada seseorang baik teman, ataupun keluarga yang
dianggap memahami terkait pembagian warisan yang mengharuskan adanya
perjanjian terkait menganai harta bawaan agar menjadi harta bersama dan bisa
diwarisi oleh pasangan yang hidupnya lebih lama. Adapun harta bawaan tidak bisa
diwarisi oleh istri sama sekali dilatarbelakangi dengan alasan karena mengikuti adat
kebiasaan pembagian waris ditempat suaminya yang berasal dari daerah Jawa.





